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Penelitian ini membahas tentang kualitas pelayanan Samsat Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang. Berdasarkan pra survei yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang. Oleh karena itu, perlu dilakui kualitas pelayanan Samsat Gendong perlu dikaji secara lebih mendalam.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kualitas pelayanan Samsat Gendong, faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kualitas Pelayanan SAMSAT Gendong  dan strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang dalam mengatasi hambatan yang dihadapi.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini cocok untuk menganalisis kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang.
Kualitas pelayanan SAMSAT Gendong sejauh ini sudah baik dilihat dari reliability, responsiveness, assurance dan emphaty, namun masih dari aspek tangible masih belum optimal. Faktor pengambatan peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Gendong adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kerusakan atau gangguan teknis pada peralatan dan perlengkapan operasional seperti komputer dan printer serta gangguan jaringan internet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi seperti KTP, kurangnya informasi jadwal pelayanan dan lokasi pelayanan sesuai yang telah ditentukan petugas pelayanan. Strategi SAMSAT Gendong dalam meningkatkan kualitas pelayanannya adalah dengan cara menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan workshop pelayanan pembayaran PKB, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, pelatihan mengatasi kerusakan pada sistem, merumuskan tugas untuk petugas pelayanan yang akab beroperasi, menyiapkan SOP dan jadwal kegiatan pelayanan SAMSAT Gendong.
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This study discusses about the quality of service Samsat Gendong on Branch Service Revenue Provincial Region Subang Regency. Based on the pre-survey conducted it seems there are still some indications that can indicate not maximal the quality of service SAMSAT Gendong at Branch Service Revenue Provincial Region Subang Regency. Therefore, it is necessary to recognize the quality of service Samsat Gendong need to be studied in more depth.
	The purpose of this research is to study and analyze the service quality of Samsat Gendong, the inhibiting factors in improving the quality of SAMSAT Gendong Service and strategy conducted by SAMSAT Gendong at the Regional Income Service Branch of Subang Regency in overcoming the obstacles faced.
	This research uses descriptive method of analysis with qualitative approach. The use of this method is based on the consideration that this method is suitable for analyzing the quality of service SAMSAT Gendong at the branch of Regional Revenue Service Province Subang Regency.
	Quality of service SAMSAT Gendong so far have been good seen from reliability, responsiveness, assurance and emphaty, but still from tangible aspect still not optimal. The factor of increasing the quality of service SAMSAT carrying is internal and external factors. Internal factors are damage or technical disturbance on equipment and operational equipment such as computers and printers as well as internet network disruption. While external factors is the lack of requirements that must be equipped such as ID cards, lack of service schedule information and location of services as specified by service personnel. SAMSAT Gendong's strategy in improving the quality of his service is by preparing Human Resources with PKB payment service workshops, educating the public about the importance of paying taxes, training to overcome damage to the system, formulating tasks for service officers who are in operation, preparing SOPs and schedules of service activities SAMSAT Gendong.











Era informasi dan kompetisi dewasa ini, telah menimbulkan banyak perubahan terhadap kehidupan masyarakat, baik pada tingkat global, nasional maupun lokal. Telah terjadi perubahan pola pikir dan tingkah laku masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Perubahan ini berimplikasi pada banyak hal, antara lain pada tuntutan kebutuhan dan keinginan warga masyarakat akan layanan sipil yang lebih baik oleh pemerintah. Pelayanan pemerintah yang berkualitas, sangat diperlukan guna mengimbangi peningkatan kondisi sosial dan kesadaran masyarakat dalam bernegara. 
Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahannya. Peran pemerintahan yang dilakukan pemerintah meliputi fungsi pelayanan sipil dan pengaturan warga negara. Untuk melakukan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada proses pelayanan masyarakat harus disertai dengan proses pemberdayaan lembaga dan aparat (pemerintah) yang dianggap mampu memberikan kualitas layanan yang diangap baik oleh masyarakat sebagai yang diperintah.
Pada masa sekarang pelayanan pemerintah menjadi sorotan umum, disebabkan masih buruknya kualitas layanan yang diberikan oleh birokrat pemerintah. Seperti yang dikeluhkan masyarakat bahwa, kesan pertama dari hampir setiap warga masyarkat yang datang berurusan  ke kantor pemerintah adalah bertemunya mereka dengan birokrasi yang yang berbelit-belit dan sangat mempersulit serta lambat dalam menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat seakan ada terdapat pada birokrasi di Indonesia semboyan “Kalau dapat dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau dapat diperlambat, kenapa harus dipercepat? Kalau dapat memperdayakan, kenapa harus memberdayakan?”. Begitulah ungkapan yang berkembang yang menggambarkan  kualitas pelayanan dan berimbas kepada kinerja (performance) birokrasi. 
Salah satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka; bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau para penerima layanan adalah persepsi terhadap “kualitas” yang melekat pada selurus aspek pelayanan. Istilah “kualitas” ini, menurut Tjiptono (1996:55) mencakup pengertian 1) kesesuaian dengan persyaratan; 2) kecocokan untuk pemakaian; 3) perbaikan berkelanjutan; 4) bebas dari kerusakan/cacat; 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat; 6) melakukan segala sesuatu secara benar; dan 7) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.
Pada prinsipnya pengertian-pengertian tersebut di atas dapat diterima bila dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat yang menginginkan kualitas pelayanan dalam takaran tertentu. Namun demikian setiap jenis pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintahan tentu mempunyai kritaria kualitas tersendiri. Hal ini tentu terkait erat dengan atribut pada masing-masing jenis pelayanan. Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ada dalam kualitas tersebut menurut Tjiptono (1996:56) adalah sebagai berikut:
1.	Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses.
2.	Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan-kesalahan.
3.	Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4.	Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.
5.	Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain-lain.
6.	Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber AC, kebersihan, dan lain-lain.
Dari pendapat di atas diketahui bahwa kualitas pelayanan mencakup berbagai faktor. Menurut Albrecht dan Zemke dalam Dwiyanto (2005:145) bahwa kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberia pelayanan, strategi, dan pelanggan (customers).
Tuntutan pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik (service excellence) tidak dapat dihindari oleh penyelenggara pelayanan jasa. Tuntutan para penerima layanan untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Kepuasan penerima layanan sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan, seperti yang diungkapkan Tjiptono (1996:56), bahwa kualitas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan.
Kotler dalam Tjiptono (1996:147), mengatakan bahwa: “Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibanding dengan harapannya”. Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu menghendaki kepuasan dalam menerima suatu layanan.
Menurut Ratminto dan Atik (2005:28): “Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan”. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Dengan demikian kebutuhan para penerima layanan harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut memperoleh kepuasan. Untuk itulah diperlukan suatu pemahaman tentang konsepsi kualitas pelayanan. 
Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan itu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika pelayanan yang diterima melampaui harapan pelanggan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya jika pelayanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk. Dengan demikian baik buruknya kualitas pelayanan tergantung kepada kemampuan penyedia layanan dalam memenuhi harapan masyarakat (para penerima layanan) secara konsisten. 

Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang adalah salah satu unit operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan fungsi pelayanan pendapatan dari 34 cabang pelayanan Bapenda Provinsi Jawa Barat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Subang  dipimpin oleh Kepala Cabang. Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah bertugas membantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat pemerintah Kabupaten Subang. 
Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang bertanggungjawab kepada Kepala Cabang. Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, administratif, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Cabang Pelayanan dibantu oleh beberapa unit pelayanan untuk menangani urusan-urusan seperti Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan.
Seksi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang berada setelah Seksi Pendataan dan Penetapan sebagai suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai suatu tugas untuk menangani perihal penyusunan program kerja sebagai bahan usulan target pendapatan dan penagihan berdasarkan data KTMDU dan piutang PKB, BBNKB, RPKD dan PAD  yang sah.
Kebijakan yang dianut dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia yaitu kewajiban melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap satu tahun. Namun yang terjadi adalah kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor ini dilupakan dengan berbagai macam alasan, akibatnya pajak kendaraan bermotor mendapat denda atau sanksi, dan tunggakan pajak. Di Jawa Barat sendiri masih banyak kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan ulang atau dibayarkan pajak kendaraan bermotor tahunan oleh pemiliknya, padahal pajak kendaraan ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang wajib diperhitungkan.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Provinsi dan menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi  Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pemungut pajak daerah yang dituntut untuk terus melakukan inovasi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran PKB tepat pada waktunya, dan sesuai mekanisme dan prosedur pelayanan. 
Pajak kendaraan bermotor (PKB) diatur melalui payung hukum yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Bentuk perwujudan dari kualitas pelayanan publik adalah dengan dibuatnya terobosan inovasi alternatif yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pelayanan SAMSAT Gendong. Pelayanan ini berawal dari meningkatnya aktifitas pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), hal ini merupakan bukti meningkatnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) patuh terhadap kewajiban sebagai pelaksana pelayanan publik.
Pelayanan SAMSAT Gendong (Samsat Mobile) adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ (Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan menggunakan mobil pelayanan yang beroperasi dengan metode jemput bola yaitu dengan mendekati pemilik kendaraan yang jauh dari SAMSAT Induk. Rasio pelayanan Samsat Gendong per harinya mencapai 30-60 wajib pajak.
Pelayanan SAMSAT Gendong diluncurkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2014 melalui Ditlantas Polda Jawa Barat bersama Tim Pembina Samsat Jawa Barat. Pelayanan SAMSAT Gendong memang menjadi salah satu program unggulan pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat/wajib pajak dalam pengurusan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL). 
Pelayanan SAMSAT Gendong tidak hanya melayani masyarakat/wajib pajak yang berada di kecamatan-kecamatan maupun desa di Kabupaten Subang, melainkan dari 34 cabang pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Barat. SAMSAT Gendong pun melayani berbagai bentuk pengaduan serta informasi seputar pajak kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor yang masa STNK nya sudah lima tahun atau habis, maka masyarakat/wajib pajak harus tetap mengurus dan memprosesnya ke SAMSAT Induk karena harus dilakukan cek fisik. Sinergitas antara mitra kerja di pelayanan Samsat Gendong sangat diperlukan, dimana semua pihak yang terlibat (petugas Bapenda Provinsi, Kepolisian, dan Jasa Raharja) ikut terlibat dalam pelayanan mobil SAMSAT Gendong.
Berdasarkan pra survei yang dilakukan nampaknya masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang, yaitu sebagai berikut: 
1.	Lambatnya petugas dalam memberikan pelayanan: Pemanfaatan peralatan dan perlengkapan operasional yang digunakan pada saat pelayanan berlangsung, terkadang mengalami gangguan teknis seperti: kehabisan kertas contiunus form sebagai pembuatan laporan, kondisi printer yang terkadang macet sehingga mengakibatkan terganggunya proses pelayanan, serta blangko notis pajak yang habis.
2.	Kurangnya rasa emphaty dari petugas dimana tidak adanya perbedaan bagi para wajib pajak berkebutuhan khusus, baik itu wanita tua ibu hamil ataupun orang cacat


3.	Selanjutnya prosedur pelayanan SAMSAT Gendong diantaranya adalah layanan SAMSAT Gendong dilaksanakan khusus untuk pengesahan STNK setiap tahun, tidak melayani kendaraan blokir, petugas pelayanan SAMSAT Gendong disediakan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan kebutuhan, dan pelayanan yang digunakan menggunakan database master kantor SAMSAT Induk.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif dalam bentuk penelitian melalui penulisan tesis dengan judul: “Kualitas Pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang”.
Fokus kajian pada penelitian ini diarahkan pada kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (Problem Statement) bahwa kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang belum optimal.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Mengetahui kualitas pelayanan Samsat Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang.
2.	Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kualitas Pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang.
3.	Mengetahui strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang dalam mengatasi hambatan yang dihadapi.

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Proposisi
Pelayanan publik pada prinsipnya adalah tuntutan yang lahir dari masyarakat, agar masyarakat mendapatkan hak dan perlakuan yang layak dari Negara dalam beraktivitas dan mempertahankan keberadaannya sebagai warga Negara. Untuk itu pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik ini secara sesungguhnya memperhatikan kualitas layanan yang diberikan, agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan respon positif terhadap hasil layanan yang diberikan. 
Definisi yang peneliti gunakan mengenai kualitas yang diungkapkan oleh Goetsh dan Davis dalam Arif (2006:117), menterjemahkan kualitas sebagai “kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.
Berdasarkan pendapat di atas, bahwa kualitas memiliki keterkaitan erat dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak saja menyangkut produk dan jasa semata, tetapi juga menyentuh pada aspek proses dan lingkungan.  
Definisi yang peneliti gunakan mengenai pelayanan yang diungkapkan Sampara (2000:6) mendefinisikan pelayanan sebagai:“kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan”. Berdasarkan pendapat di atas bahwa produk layanan yang diberikan oleh penyedia layanan tidak saja membutuhkan interaksi secara langsung, tetapi juga harus mampu menyediakan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat.  
Suatu pelayanan dapat dikatakan berkualitas, manakala produk pelayanan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi pelanggan (masyarakat yang dilayani). Tujuan kualitas pelayanan adalah memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat (pengguna layanan). Dengan perkataan lain, tingginya kualitas pelayanan tidak hanya dapat dicermati dari proses pelayanan yang berlandaskan pada prosedur dan peraturan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana produk layanan yang dihasilkan dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dilayani. 
Berikut adalah kerangka pemikiran yang peneliti gunakan, yang dikemukakan Zeithmal et.al (1990:19), menguraikan tentang “dimensi kualitas pelayanan” diantaranya adalah:
1.	Bukti langsung (Tangible) adalah kualitas pelayanan terlihat dari faktor yang tampak dengan mata. Tampak secara fisik atau sesuatu yang tampak dengan mata. Tampak secara fisik atau sesuatu yang kelihatan dan terbukti langsung tampak seperti tampilan kantor (fasilitas fisik) yang terlihat mulai dari lokasi gedung, pekarangan, tempat parkir, kenyamanan ruang pelayanan, bahan komunikasi penyedia jasa, kelengkapan fasilitas yang disediakan, dan petugas pelayanan serta alat-alat untuk menunjang pelaksanaan pelayanan.
2.	Kemampuan atau kehandalan (Reliability) adalah kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan terpecaya. Kemampuan untuk memenuhi janji sesuai dengan yang telah ditawarkan dapat diandalkan, dengan syarat layanan harus akurat dan konsisten, serta dijamin baik produknya maupun pelayanan petugasnya. Atau memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan dengan segera, akurat, memuaskan, serta tepat waktu.
3.	Daya Tanggap (Responsiveness) adalah kesanggupan untuk membantu dengan keikhlasan untuk memberikan layanan atau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap konsumen yang diikuti dengan dengan bertindak yang tepat sesuai dengan kebutuhan.Responsiveness juga adanya keinginan para petugas pemberi layanan bahwa mereka senang untuk membantu dan mampu memberikan jasa yang cepat kepada konsumennya.
4.	Jaminan (Assurance) adalah kemampuan dalam memberikan jaminan keamanan dalam mendapatkan pelayanan, sehingga tidak ada keragu-raguan timbulnya kesalahan dalam pemberi layanan. Bahwa petugas pemberi layanan adalah orang yang kompeten, dapat dipercaya, dan memiliki identitas sebagai petugas pelayanan, dan sebagai petugas pelayanan memiliki kemampuan untuk menjaga kepercayaan dan kerahasiaan.
5.	Empathy adalah merasakan apa yang orang lain rasakan, mereka benar-benar memberikan perhatian yang khusus/besar, dan berusaha untuk mengerti dan memahami keinginan, kemauan, dan kebutuhan pelanggan.


















Gambar 1 Kerangka Berfikir
Berangkat dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka proposisi penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.	Kualitas pelayanan Samsat Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Kabupaten Subang masih belum optimal yang didasarkan pada kriteria kualitas pelayanan yang terdiri dari tangible reability, responsivness assurance dan emphaty.





Penelitian menggunakan paradigma alamiah atau yang biasa dikenal dengan pandangan fenominologis. Menurut Moleong (2006:52): Paradigma alamiah (fenomenologi) ialah paradigma yang berusaha memahami perilaku manusia dari kerangka berfikir maupun bertindak orang tersebut, yang dibayangkan atau sedang difikirkan, sehingga paradigma alamiah menfokuskan pada kenyataan jamak yang diumpamakan kulit bawang yang saling membantu antara satu dengan lainnya, dimana dari setiap lapisan tersebut mempunyai perspektif kenyataan, akan tetapi hal itu tidak ada yang dianggap lebih benar dari pada yang lainnya, karena peneliti alamiah lebih cenderung memandang secara divergensi daripada konvergensi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditujukan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan serta mengkaji secara kualitatif bagaimana kualitas pelayanan Samsat Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang. Seluruh data dan informasi diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipasi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang (1 orang), Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan (1 orang), petugas pelayanan SAMSAT Gendong (1 orang) dan masyarakat sebagai wajib pajak (5 orang).
Proses pengolahan dan analisis data penelitian ini diawali dengan reduksi data, display (penyajian data), serta verifikasi (menarik kesimpulan). Ketiga proses analisis data tersebut berperan penting dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data, mengandung makna bahwa data yang diperoleh ditulis dalam bentuk uraian terperinci, kemudian direduksi, dirangkum, dipilih yang pokok, difokuskan pada hal yang penting, ditemukan tema atau polanya, dan disusun secara lebih sistematis. Kemudian penyajian data atau display, mengandung arti bahwa setelah data direduksi, disusun secara sistematis berdasarkan jenis dan polanya selanjutnya disusun dalam bentuk bagan-bagan atau narasi sehingga membentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan. Adapun penarikan kesimpulan dan verifikasi, mengandung makna bahwa setelah reduksi dan penyajian data dilakukan lalu dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
SAMSAT Gendong muncul sebagai suatu langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pelayanan SAMSAT Gendong ini diresmikan pada Selasa (12-01-2014) di halaman Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat pelayanan SAMSAT Gendong sudah tersebar lima Wilayah se Jawa Barat. Kualitas Pelayanan SAMSAT Gendong adalah layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB, dan SWDKLLJ (Sumbangan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) dengan menggunakan mobil layanan yang beroperasi dengan metode “jemput bola” yaitu dengan mendekatkan pemilik kendaraan bermotor yang jauh dari SAMSAT Induk. 
Tujuan dari pelayanan SAMSAT Gendong yaitu memberikan kemudahan kepada masyarakat (wajib pajak) dalam pengurusan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL) serta sebagai upaya memenuhi tuntutan publik terkait dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta dinamika perkembangan masyarakat
Salah satu keberhasilan dari kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang adalah dengan tersedianya bantuan unit kendaraan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang kepada SAMSAT Induk untuk kepentingan masyarakat di luar SAMSAT Induk.
Kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang sejauh ini sudah baik dilihat dari reliability, responsiveness, assurance dan emphaty, namun masih dari aspek tangible masih belum optimal karena sering ada kendala gangguan teknis saat pelayanan berlangsung terkadang jenset (penggerak listrik) untuk sistem komputerisasi mengalami gangguan atau mati sehingga pelayanan menjadi terganggu. 
Adapun faktor-faktor penghambat dalam peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Gendong bila ditinjau dari kondisi internal adalah kerusakan atau gangguan teknis pada peralatan dan perlengkapan operasional seperti komputer dan printer. Adanya gangguan jaringan online dan padamnya genset (generator listrik) sehingga menyebabkan keterbatasan pelayanan.
Selain itu kendala yang di hadapi pelayanan SAMSAT Gendong bila ditinjau dari kondisi eksternal adalah kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi seperti KTP, kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang berada di kecamatan-kecamatan ataupun daerah pelosok yang memiliki dan aktif bermedia sosial sehingga kurangnya informasi jadwal pelayanan dan lokasi pelayanan sesuai yang telah ditentukan petugas pelayanan. Dalam hal ini, peneliti mencoba menjelaskan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak maksudnya adalah masyarakat enggan untuk disiplin terhadap kewajiban membayar pajak tepat waktu setiap tahunnya. 
Hal yang menjadi tantangan bagi SAMSAT Induk yaitu dengan meningkatnya jumlah wajib pajak setiap harinya, mengakibatkan wajib pajak tidak tertib dalam proses membayar pajak kendaraan bermotor. Karena pada saat antriannya banyak, semua wajib pajak ingin didahulukan prosesnya, sampai-sampai petugas keamanan yang ada di SAMSAT Induk kebingungan mengatur para wajib pajak yang menyebabkan kondisi lingkungan Samsat Induk tidak kondusif. Dengan permasalahan berbelit ini, Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang membuat solusi terbaik yaitu  dengan adanya pembaharuan kondisi lingkungan tempat bekerja diperluas dengan dibuatkannya beberapa loket pembayaran untuk mempercepat proses pelayanan agar tidak ada lagi masyarakat/wajib pajak khususnya yang kesal  karena harus menunggu lama antrian. 	
Dengan diluncurkannya inovasi pelayanan publik berupa SAMSAT Gendong ini, masyarakat Kabupaten Subang dapat memilah milih alternatif pelayanan lain yang dapat memudahkan masyarakat. Pelayanan SAMSAT Gendong ini dalam prosesnya lebih efisien waktu dan fleksibel, terbebas dari oknum jasa yang tidak bertanggung jawab.
Di dalam sebuah hambatan kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang tentunya ada upaya yang dilakukan dalam mengatasi keluhan-keluhan langsung dari masyarakat terkait pelayanan SAMSAT Gendong dengan cara memberikan pelayanan optimal seperti mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan workshop pelayanan pembayaran PKB, pelatihan mengatasi kerusakan pada sistem, merumuskan tugas untuk petugas pelayanan yang akab beroperasi, menyiapkan SOP dan jadwal kegiatan pelayanan SAMSAT Gendong.
Upaya yang dilakukan dari pihak Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang bila dilihat dari kondisi lapangan yaitu dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak, seperti melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau wajib pajak melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis. Media elektronik berupa radio, maupun internet (website resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat).
Selain itu fasilitas yang di berikan kepada masyarakat atau wajib pajak harus memadai dan mendukung, untuk keberlangsungan dan kenyamanan bagi wajib pajak sehingga pelanggan yang di layani pun merasa senang dilayani oleh petugas pelayanan. Fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa perlu diperhatikan betul termasuk fasilitas ruang tunggu atau tempat duduk untuk masyarakat agar masyarakat tidak merasa jenuh dan kesal.
Sarana perlengkapan dan peralatan yang menunjang pelayanan tentunya berpengaruh besar dalam pelaksanakan pelayanan SAMSAT Gendong. Tidak jarang alat-alat yang digunakan eror ataupun mati karena terputusnya aliran listrik atau genset. Dalam hal ini, petugas pelayanan perlu cekatan dan terampil saling membantu agar tidak terhambat pelaksanaan pelayanan yang sedang berjalan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang kualitas pelayanan Samsat Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.	Kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang sejauh ini sudah baik dilihat dari reliability, responsiveness, assurance dan emphaty, namun masih dari aspek tangible masih belum optimal karena sering ada kendala gangguan teknis saat pelayanan berlangsung terkadang jenset (penggerak listrik) untuk sistem komputerisasi mengalami gangguan atau mati sehingga pelayanan menjadi terganggu. 
2.	Faktor pengambatan peningkatan kualitas pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kerusakan atau gangguan teknis pada peralatan dan perlengkapan operasional seperti komputer dan printer. Adanya gangguan jaringan online dan padamnya genset (generator listrik) sehingga menyebabkan keterbatasan pelayanan. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kurangnya persyaratan yang harus dilengkapi seperti KTP, kurangnya kesadaran para pemilik kendaraan bermotor yang berada di kecamatan-kecamatan ataupun daerah pelosok yang memiliki dan aktif bermedia sosial sehingga kurangnya informasi jadwal pelayanan dan lokasi pelayanan sesuai yang telah ditentukan petugas pelayanan.
3.	Strategi Samsat Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang dalam meningkatkan kualitas pelayanannya adalah dengan cara menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan workshop pelayanan pembayaran PKB, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, pelatihan mengatasi kerusakan pada sistem, merumuskan tugas untuk petugas pelayanan yang akab beroperasi, menyiapkan SOP dan jadwal kegiatan pelayanan SAMSAT Gendong.

Saran
Berdasarkan temuan penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan tentang kualitas pelayanan Samsat Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang, maka peneliti kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan kajian ilmu kebijakan publik maupun rekomendasi bagi institusi dalam hal ini adalah Cabang Pelayanan Pendapatan daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang, antara lain:
1.	Saran Akademik
Kajian tentang kualitas pelayanan secara teoritik sangat relevan dengan kajian ilmu kebijakan publik, oleh karena itu peneliti menyarankan agar para ilmuwan dan praktisi yang terkait dengan kajian tersebut untuk lebih banyak melakukan penelitian yang bersifat sustainable agar dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan.
2.	Saran Praktis
a.	Mengadakan rapat kerja bersama (antar Kepala Cabang, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan serta Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, dan petugas pelayanan SAMSAT Gendong) untuk  membicarakan pelaksanaan pelayanan SAMSAT Gendong yang sudah ada dan bagaimana kedepannya meminimalisir ketidakefisienan.
b.	Rutin melaksanakan evaluasi hasil pelayanan antar pihak yang ikut serta dalam pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang yang berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan untuk menciptakan pelayanan SAMSAT Gendong yag baik sebagai bentuk komunikasi antar pihak yang terlibat.
c.	Membuat prosedur pelayanan dan surat keputusan bersama sebagai dasar petunjuk atau tatalaksana dalam berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan SAMSAT Gendong pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Subang.
3.	Saran Kebijakan
Mengingat masyarakat masih banyak yang mengetahui keberadaan Samsat Gendong, maka peneliti menyarankan kedapan agar mensosialisasikan inovasi pelayanan SAMSAT Gendong dan manfaat pembayaran pajak menggunakan cara lain selain mendatangi SAMSAT Induk kepada masyarakat untuk menumbuhkan rasa awareness untuk mendukung program Gubernur Jawa Barat secara khusus program pelayanan SAMSAT Gendong.
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